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Andi Hikmatul Af’ Idah B11110151 Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-
Sama, di bawah bimbingan Bapak H. M. Imran Arief selaku pembimbing 
I dan Ibu Hj. Haerana selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
Pidana serta  untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana yang di lakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 
200/Pid.B/2012/PN.Pinrang. Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan 
Negeri Pinrang, Penulis memperoleh data dengan cara wawancara 
langsung dengan narasumber dan mengambil data langsung di 
Pengadilan Negeri Pinrang terkait putusan kasus yang hendak di Analisa 
serta melalui kepustakaan yamnh rewlevan dan literature buku-buku serta 
undang-undang. 
Penelitian ini telah dilakukan dan memperoleh kesimpulan bahwa, 
Penerapan ketentuan Pidana pada Perkara ini yakni melanggar Pasal 340 
KUHP Jo 55 ayat (1), yang di terapkan kepada terdakwa I dan terdakwa II 
sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Terkait dengan 
hukumannya), Namun demikian Penulis berpendapat bahwa dalam aspek 
Penerapan hukum Pidana Materiil dan perkara a quo belumlah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab 
disamping Pasal 340 KUHP Jo 55 ayat (1) yang terbukti menurut hakim 
tetapi menurut penulis sesungguhnya yang terbukti adalah pasal 340 Jo 
Pasal 56 ayat (1) dan (2) sebagaimana dalam fakta hukum yangh 
terungkap, dalam persidangan juga terbukti adalah Pasal  2 ayat (1) 
Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 
78 Tahun 1951 yang mestinya harus di dakwakan kepada para terdakwa 
yaitu dimana terdakwa-terdakwa dengan sengaja membawa , Menyimpan 
atau Mempergunakan senjata tajam tanpa ada izin dari yang berwenang, 
yang mestinya juga di dakwakan oleh penuntut umum maupun dinyatakan 
hakim dalam suatu putusannya a quo. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara No. 
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A. Latar Belakang 
Negara indonesia merupakan negara hukum hal ini berarti negara 
indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin  warga 
negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 
Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) 
adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechsataat) dan bukan negara 
yang berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat), hal ini diperkuat lagi 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang 
tertulis: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Negara 
Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi sebagai pencerminan 
sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan 
serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat 
mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. 
dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur 
antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, adanya 
pengawasan dari badan-badan peradilan, adanya jaminan terhadap hak 
asasi manusia (HAM).  
Berkaitan dengan unsur di atas, dengan adanya jaminan terhadap 
hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap 
konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 
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Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah 
satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti 
yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945: “setiap 
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”. Nyawa dan tubuh adalah milik manusia paling berharga 
dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya. 
Konsekuensi sebagai negara hukum adalah seluruh aktivitas 
masyarakatnya tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-
norma hukum yang berlaku sehingga tingkat kriminalitas masyarakat di 
negara hukum sangat minim, setiap tindakan yang melanggar hukum 
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum. 
Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satu 
negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga 
diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi 
masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya 
tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat 
kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah 
perasaan.  Negara indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa 
setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang 
meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-
wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara 
merampas nyawa orang lain (membunuh). 
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Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum.Usaha 
penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata 
tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan 
usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan 
setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang 
menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak 
hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup 
bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan 
mencapai sasarannya.  
Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat 
sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi 
homo homini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi 
bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah 
awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan pembunuhan yang 
berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini . 
Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu 
yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan 
yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak 
berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana 
terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusian. 
Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat 
mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan 
ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap 
perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa 
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seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh 
karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula (Harmien Hardiati 
Koeswadji, 1984: 2). 
Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor 
kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi 
muaranya satu, bahwa kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana 
yang paling sering terdengar di negeri ini. Bahkan, belakangan 
pembunuhan telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan 
disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus 
pemerkosaan. 
Pada penelitian ini Penulis meneliti putusan No. 
200/PID.B/PN.PINRANG tindak pidana pembunuhan berencana yan g di 
lakukan terhadap anggota keluarga sendiri dalam hal terjadinya tindak 
pidana yang di lakukan pleh seorang anak inisial SL dan suami inisial SP 
dari saudara sendiri yang di sebabkan karna factor rasa dendam terhadap 
korban sehingga tega melakukan tindak pembunuhan berencana. Tindak 
pidana pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang di lakukan 
oleh pelaku yang juga merupakan perbuatan yang di alakukan oleh pelaku 
yang juga merupakan anak dan suami dari saudara sendiri dari korban 
merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya 
akan berdampak negatif bagi keluarga korban dan juga pelaku yang 
masih memiliki hubungan keluarga.    
Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial 
masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan 
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sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. 
Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, 
ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya 
unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah 
pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami 
peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan 
agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.  
Menjadi suatu permasalahan yang luar biasa mengenai adanya 
kekerasan dalam lingkup masyarakat apalagi sampai mengakibatkan 
kematian. Hal ini yang harus perlu kita hindari dalam menuju masyarakat 
yang aman, tentram dan damai. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan 
sekarang bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu hal yang 
mudah untuk dilakukan setiap orang, dimana dapat kita ketahui lewat 
media massa. Hal yang terpenting dalam menanggulangi tindak pidana 
pembunuhan bahwa adanya rasa sadar atau menyadari bahwa tindak 
pidana itu merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak terpuji di 
mata hukum dan terutama di mata Tuhan. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin 
memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana yang di lakukan secara bersama-sama”. (Studi Kasus 






B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak 
Pidana  Pembunuhan Berencana yang di lakukan secara bersama-
sama dalam Putusan Nomor 200/ Pid.B/2012/PN.Pinrang? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi 
Pidana terhadap Tindak Pidana  Pembunuhan Berencana dalam  
yang di lakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 200/ 
Pid.B/2012/PN.Pinrang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak 
Pidana  Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-
sama  dalam Putusan Nomor 111/ Pid.B/2012/PN.Pinrang. 
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama  








D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini harapkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi 
semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompoten dalam 
mengemban tugas profesi hukum. 
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam 
















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah 
strafbaar feitmerupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak 
pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang 
dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, 
baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan 
dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan 
hukum.Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, 
sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002: 69) 
Simons (Roni Wiyanto, 2012: 160) mendefinisikan tindak pidana 
sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan 
dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung 
jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai 
rumusan yang lengkap karena akan meliputi: 
1. diancam dengan pidana oleh hukum 
2. bertentangan dengan hukum 
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3. dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
4. seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya. 
Menurut Simon(Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa 
pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: 
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab”. 
 
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 
99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan  dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”. 
 
Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa 
pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang 
atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi  berupa sanksi 
pidana. 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
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Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit  
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). 
Menurut Von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung 
tiga unsur yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang; 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi, dan 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan 
dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 
kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman 
pidana kalau dilanggar. 
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Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-
unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, 
dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang 
terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya 
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 
unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. (Lamintang. 1997: 193) 
Menurut Adami Chazawi, (2002: 79) Unsur tindak pidana dapat 
dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni; 
1) Dari sudut pandang teoritis. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yangtercermin pada bunyi rumusannya. 
2) Dari sudut undang-undang. 
Sudut undang-undang adalah bagimana kenyataan tindak 
pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 
pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 
  
12 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana 
adalah : 
a) Perbuatan;  
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan). 
Menurut Moeljatno keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, 
dibagi menjadi 2 yaitu unsur subyektif atau pribadi dan unsur obyektif atau 
non pribadi. Unsur Subyektif yaitu mengenai diri orang yang melakukan 
perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik 
jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. 
Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang 
menerima hadiah.Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri 
maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.Unsur obyektif atau non 
pribadi yaitu mengenai keadaan di luar pembuat, misalnya pasal 160 
KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan 
pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila 
penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin 
diterapkan pasal ini 
Menurut dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak 
pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :  
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c) Diadakan tindakan penghukuman. 
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 Dari batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:  
a) Perbuatan (yang); 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);  
d) Dipertanggungjawabkan. 
 Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam 
batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a) Kelakuan (orang yang);  
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) Dipersalahkan/kesalahan. 
 Rumusan di atas menunjukkan adanya perbedaan namum pada 
hakikatnya rumusan tersebut di atas tampak adanya persamaan, yaitu 
tidak ada pemisahan antara perbuatannya dengan unusur-unsur 
mengenai diri pelakunya. 
 Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku 
III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
(Adami Chazawi, 2002: 82) yaitu :  
a) Unsur tingkah laku; 
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b) Unsur melawan hukum; 
c) Unsur kesalahan; 
d) Unsur akibat konstitutif; 
e) Unsur keadaan yang menyertai; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
i) Unsur objek hukum tindak pidana; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. 
 Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : 
a) Merupakan perbuatan manusia; 
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan 
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku 
(syarat materiil). 
 Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak 
pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia 
yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai 
sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk 
aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila 
dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
objektif. 
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 Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang 
dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pengawai 
negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur 
subjektif, unsur ini meliputi: 
a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan 
atau poging (Pasal 53 KUHP) 
d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan 
(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain 
e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana 
hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 
KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh 
anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 
Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan 
kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan 
tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri 
pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
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a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara 
material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), 
penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
 Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau 
menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang 
dapat dikenai aturan hukum. 
 
B. Tindak Pidana Pembunuhan  
1. Pengertian Pembunuhan 
Wahbah Zuhali, (1989: 217). Para ahli hukum tidak memberikan 
pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan 
pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu 
kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.  Pembunuhan 
adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. 
Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan 
pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, 
atau tidak sengaja dan atau semi sengaja.Ini berarti bnahwa tidak ada 
yang dibebaskan dalam tuntutan pidana bagi pelaku pidana pembunuhan. 
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Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseoarang pelaku harus 
melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan 
meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya 
harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. 
Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai 
pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang 
pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang 
berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet 
dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya 
orang lain tersebut, kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki 
oleh Undang –Undang itu ialah kesengajaan menimbulkan akibat 
meningggalnya orang lain , sudah jelas dari uraian diatas bahwa tindak 
pembunuhan itu merupakan suatu delik material. 
Dengan demikian orang lain belum dapat berbicara tentang 
terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa 
meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
a) Unsur obyektif:  
1) Perbuatan: menghilangkan jiwa; 
2) Obyeknya: nyawa orang lain; 
b) Unsur subyektif: dengan segaja. 
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Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu;  
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kematian (orang lain); 
3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara 
perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan 
menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah 
pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak 
lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa 
orang lain itu ( Adami Chazawi, 2007: 57). 
3. Jenis-jenis Pembunuhan 
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-
kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui 
bahwa pembentuk undang-undang telah membedakanjenis-jenis tindak 
pidana pembunuhan (adami chazawi, 2007: 56) antara lain: 
a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338); 
b) Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak 
pidana lain (Pasal 339); 
c) Pembunuhan berencana (Pasal 340); 
d) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan (Pasal  341 dan Pasal 342); 
e) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344); 
f) Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345); 
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g) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan ( Pasal 
346 dan pasal 349).  
4. Pembunuhan Berencana 
 Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa 
asing (Belanda) disebut “moord” yang artinya segaja dan direncanakan 
lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. 
 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, boleh 
dikatakan ini adalah suatu pembunuhan  biasa (doog slag) terebut dalam 
Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu (voor bedacterade)  antaratimbulnya maksud untuk membunuh 
dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan 
tenang memikirkan. Misalnya; dengan cara bagimana pembunuhan itu 
dilakukan. 
Adapun pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut R. 
Soesilo ( Marlisa Yanarista; Skripsi: 2008 atau Tongat, 2003: 23) yaitu: 
“Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan 
pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya 
tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu 
si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang 
sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat 
untuk membunuh itu, tapi ia tidak pergunakan.” 
 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 
ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih 
berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan 
dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339. 
Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh 
unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni 
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“dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 
mengulangi lagi seluruh Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat 
dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanciing 
misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa delam bentuk pokok. 
Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau 
didahului oleh tindak pidana lain Pasal 339, di mana unsur-unsur dalam 
Pasal 338 tidak lagi disebutkan dalam rumusan pasal 339, cukup 
disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada 
pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa 
pembunuhan Pasal 339 adalah berupa pembunuhan dalam bentuk 
khusus yang diperberat (gequalificeerdemisdrijf).  
Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU 
sengaja melakukannya dengan maksud sebgai kejahatan yang berdiri 
sendiri. 
Adapun mengenai rumusan delik pembunuhan berencana diatur 
dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: 
“barangsiapa dengan segaja dan dengan rencana lebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.  
 
Berdasarkan rumusan di atas, dapat diuraikan unsur-unsur 
pembunuhan berencana. Unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi dua 




a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pembuat, 
dimana pembuat megetahui perbuatan yang akan dilakukan (disegaja). 
Unsur ini dibedakan atas tiga bagian, yaitu: 
1) Barangsiapa 
Unsur barang siapa ditujukan kepada manusia yang 
melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan atau 
membantu melakukan, sehingga apabila kematian seseorang 
disebabkan oleh mahluk lain selain dari pada manusia tidak 
termaksud dalam unsur delik pembunuhan berencana. Unsur 
barang siapa pada delik pembunuhan berencana adalah 
perbuatan manusia baik perbuatan secara langsung maupun 
perbuatan tidak langsung.  Walaupun manusia tersebut tidak 
melakukan secara langsung akan tetapi dia termaksud sebagai 
pelaku delik pembunuhan berencana dilihat dari kesegajaan 
pelakunya yang memungkinkan agar terjadinya akibat yaitu 
kematian seseorang. 
2) Dengan segaja  
Adapun unsur  kesegajaan yang memuat dalam rumusan pasal 
340 KUHP, yaitu meliputi: 
a) Kesegajaan sebagai maksud (opzet als oogemerk), 
terjadinya suatu tindakan atau akibat teretntu (sesuai 
dengan rumusan undang-undang hukum pidana), adalah 
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betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan 
pengetahuan dari pelaku. 
b) Kesegajaan sebagai kepastian (opzet 
bijzekeerheidsbewustzin), kesegajaan dalam bentuk ini 
yang menjadi sandaran pelaku tentang tindakan dan akibat 
yang merupakan salah satu unsur delik, disamping tindakan 
atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi. 
c) Kesegajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis). 
Kesegajaan dengan kesadaran akan kemungkinan disebut 
juga disebut sebagai kesegajaan bersyarat atau Dolus 
Eventualis. 
3) Direncanakan lebih dahulu 
Dalam konteks Pasal 340 KUHP unsur yang direncanakan lebih 
dahulu mengandung tiga syarat yaitu: 
a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 
b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampi dangan pelaksanaan kehendak; 
c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana 
(batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang tidak tergesa-gesa atau 
tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Pemikiran 
yang pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada 
dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu 
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mimikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam dan akhirnya 
memutuskan kehendak untuk berbuat. 
Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak 
timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan 
kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak 
diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan 
atau kejadian kongkret yang berlaku. Dalam tenggang waktu itu masih 
tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan 
pelaksanaan pembunuhan.  
Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada 
kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya 
pembunuhan itu dan alin sebagainya. Dalam suatu arrest HR (22-3-1909) 
(Chazawi,  2007: 83) yang menyatakan bahwa: 
“untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka 
adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang 
dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. 
Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat 
perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan 
untuk berpikir  
 
Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana (batin) tenang, syarat ini adalah syarat 
terpenting. Maksud suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan 
itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa 
takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan 
rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat 
kumulatif dan salling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak 
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terpisahkan. Sebab bila sudah/terputus, maka sudah tidak ada lagi 
dengan rencana terlebih dahulu. 
Unsur dengan rencana  terlebih dahulu, sudah terbentuk dengan 
telah terbentuknya syarat pertama daan syarat kedua. hanya dalam sudut 
pandang hukum pidana (Pasal 340) sepanjang kehendak yang ditunjang 
dengan berencana itu belum diwujudkan dalam pelaksanaan hal ini hanya 
membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini syarat ketiga dapat 
dipandang penting sebagai syarat untuk membuktikan telah terjadinya 
pembunuhan berencana.  
Pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih 
dahulu adalah bukan bentuk kesegajaan, akan tetapi berupa cara 
membentuk kesegajaan. Menurut Prof. Hermien HK (Chazawi, 2007: 85) 
menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tetapi cara 
membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu: 
a) Opzet nya ini dibentuk setelah direncanakan terlebih dulu; 
b) Dan setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih 
dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk “ 
de vorm waarin opzet wordt geyormd”, yaitu harus dalam 
keadaan yang tenang “in koelen bloede”, 
c) Dan pada umumnya, merencanakan  pelaksanaan “opzet” itu 
memerlukan jangka waktu yang agak lama. 
  Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-
syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan 
syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya 
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unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, 
seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. 
Proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak 
bahwa kesegajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di 





















C. Tinjauan Umum Terhadap Penyertaan 
1. Pengertian Penyertaan (Deelneming) 
 Kata Deelneming berasal dari bahasa Belanda dari kata Deenemen 
yang berarti menyertai dan Deelnemingidi artikan sebagai penyertaan. 
Dalam hukum pidanba sering terjadi suatu tindak pidana di lakukan lebih 
dari satu orang 
 Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 2005:77) 
Deelneming  berarti satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari 
satu orang. Pengertian ini di bantah oleh Leden Marpaung  (2005:77) 
yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut haruslah mampu 
bertanggung jawab.  
 Menurut Leden Marpaung (2005:77) Deelneming memiliki dua sifat 
yaitu Deelneming yang bersifat berdiri sendiri yaitu pertangung jawaban 
dari setiap pelaku di hargai sendiri dan Deelneming yang tidak berdiri 
sendiri yaitu pertanggung jawaban dari pelaku digantungkan pada 
perbuatan pelaku lainnya. 
 Di dalam KUHPidana Deelneming di atur dalam pasal 55 
KUHPidana 
 Pasal 55 KUHPidana 
(1) Di hukum sebagai pelakui tindak pidana 
1. Mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu.  
2. Mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai 
kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, paksaan atau 
ancaman atau penyesatan atau memberikan kesempatan, 
Ikhtiar atau keterangan , sengaja nmembujuk supaya 
perbuatan itu di lakukan. 
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(2) Tentang orang-orang yang di sebutkan belakangan, hanyalah 
perrbuatyan yang di bujuk dengan sengaja yang di perhitungkan 
beserta akibat-akibatnya. 
 
2. Bentuk-bentuk Penyertaan 
a. Orang yang melakukan  
Dader  dalam bahasa Belanda Berarti pembuat. Kata dader berasal 
dari klata Daad yang berarti membuat.Sedangkan dalam bahasa inggris 
Pelaku di sebut dengan doer. 
b. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger)  
 Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat untuk 
melakukan suatu delik.Namun, tidak melakukannya sendiri, tetapi 
melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang byang tidak mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannya.Orang yang di suruh 
melakukan di sebut Manus Manistra. 
 Orang yang di suruh melakukan Perbuatan tersebut atau manus 
manistra dapat di minta pertanggungjawaban atas perbuatan yang di 
suruhkan sehinggatersebut sehingga tidak dapat di hukum. Hal ini sesuai 
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956  
tanggal 1 Desember 1956. 
c. Orang yang turut melakukan (Medeplager) 
 Orang yang turut melakukan atau orang yang secara bersama 
sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur berikut: 
1) Harus ada kerja sama 
2) Harus ada kesadaran kerja sama  
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 Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau 
kejahatan secara bersama sama, bertanggung jawab atas segala akibat 
yang timbul dari ruang lingkup kerja samanya. Artinya jika salah seorang 
pelaku melakukan tindak pidana yang berada di luar ruang lingkup tidak 
pidana maka pelaku tersebut mempertanggung jawabkan perbuatanya 
sendiri. 
d. Orang yang sengaja membujuk (uitlockker) 
 Orang yang segaja membujuk di atur dalam Pasal 55 ayat (1) sub  
dua KUHPidana.beberapa pakar berpendapat bahwa uitlockker termasuk 
deelneming yang berdiri sendiri  
 Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat di artikan 
sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu 
perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.  
 Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh 
melakukan memiliki persamaan yang itu sama sama menggerakkan orang 
lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaanya adalah 
pada doenpleger  orang yang di suruh melakukan tidak dapat di 
pertanggungjawabkan sedangkan dalam Uitlokker orang yang di suruh 
melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan 
antara Medepleger  Dengan Uitlokker  adalah pada Medepleger cara 
membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam Uitlokker  cara membujuk di 
tentukan.  
 Menurut Laden Marpaung (2005;85) Unsur-unsur yang ada di 
dalam Uitlokker  yaitu:  
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1) Kesengajaan Pembujuk ditujukan kepada Dilakukannya delik 
atau tindakan pidana tertentu Oleh yang di bujuk. 
2) Membujuk dengan cara yang di tentukan dalam Pasal 55 ayat 
(1) sub dua KUHPidana yaitu dengan pemberian, Perjanjian, 
salah memakai kekuasaan, Menyalah gunakan kekuasaan, 
kekerasan, ancaman, tipudaya, dan memberikan kesempatan, 
ikhtiar atau keterangan. 
3) Orang yang di bujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk 
melakukan tindak pidana tertentu  
4) Orang yang terbujuk benar-benar merlakukan tindak pidana, 
atau setidak-tidaknya percobaan poging. 
e. Membantu (medeplichtgheid) 
 Membantu atau medeplichtgheid  di atur dalam pasal 56 
KUHPidana.  
 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan 
hukum pidana. 
Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan 
bahwa: 
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Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara. 
 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim dalam  untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian 
pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan 
sebagai berikut: 
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata. 
 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien). 
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Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori 
pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka 
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu 
kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. 
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua 
perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima 
pembalasan. 
Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan 
bahwa: 
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya. 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini 
antara lain Paul Anselm van Feurbach. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan 
kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, 
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yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar 
menjadi baik kembali. 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), 
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi 
si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku 
kejahatan. 
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dan pendidikan. 
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah 
bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran 
HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti 
melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih 
baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan 
masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur 
yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat 
pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. 
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai 
tujuan ganda, yaitu: 
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a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga 
konflik yang ada dapat selesai; 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa 
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan 
dilarang untuk merendahkan martabat manusia. 
3. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi 
dua, yaitu: 
1. Pidana pokok, dan  
2. Pidana tambahan. 
Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan 
satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam 
undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan. 
a. Pidana Pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Pidana mati 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009: 175), tujuan hukuman mati 
selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman 
mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan 
mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada 
zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. 
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Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Militer. 
Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan 
bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi 
dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum penetapan 
presiden yang berlaku adalah hukuman gantung. 
Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ini, 
secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
2) Pidana penjara 
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan 
bahwa: 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain. 
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3) Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.Menurut 
Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah sebagai 
berikut: 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat 
ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan 
hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan 
seseorang. 
 
4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana.Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama 
pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika 
pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda. 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
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Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris 
yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
2) Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. 
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Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah 
ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita. 
 
3) Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa: 
Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana 
tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, 
dan Pasal 405 KUHP. 
 
E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam 
hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan 
pergaulan hidup yang teratur.  
Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah 
untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan 
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itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk 
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 
pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan 
implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. 
Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian 
dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan 
adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum. 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Dalam Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana 
khusus.Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana 
yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam 
kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana 
khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, 
dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. 
a. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum, yaitu:  
1. Kedudukan sebagai pegawai negeri,  
2. Recideive (pengulangan delik), dan 
3. Samenloop(gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) 
atau concursus. 
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Undang-undangmengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
diperberatnya pidana umum, ialah: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan. 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah:  
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga”. 
 
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang 
berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga”. 
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak 
pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 
486, 487, 488 KUHP; dan 
b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
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tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 
Ayat (3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3). 
Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana 
adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana 
(penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut 
Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sementara pada recidive yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak 
pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga 
yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan 
sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, 
misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 
ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan 
kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat 2). 
Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak 
pada tiga faktor, yaitu : 
1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara 
karena tindak pidana yang pertama. 
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. 
b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas 
ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab 
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diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar 
pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu 
yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada 
tindak pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 
363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk 
diperberatnya diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan 
bentuk diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2),(3) KUHP, Pasal 353 ayat 
(1),(2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1),(2) KUHP, Pasal 355 ayat (1),(2) 
KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang bentuk 
diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP. 
Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah 
harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu 
atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan.Unsur khusus 
yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan 
pidana khusus. 
2. Dasar Peringanan Pidana 
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam 
undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya 
pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar 
umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus 
hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. 
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a. Dasar Peringanan Pidana Umum 
Menurut Jonkers (A. Zainal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu: 
1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP); 
2. Pembantuan (Pasal 56); 
3. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup 
umur (Pasal 45 KUHP). 
Jonkers menjelaskan bahwa hanya Strafrechtelijke minderjarigheid, 
atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana 
yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan 
pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. 
b. Dasar Peringanan Pidana Khusus 
Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
tindak pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II 
KUHP, yaitu: 
a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang 
menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang 
lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena 
takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau 
dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, 
meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam 
Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga 
seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 
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KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana 
maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat 
unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 
(misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah 
melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. Pasal 306 ayat 
(1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung 
dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka 
pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau 
terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. 
Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah 
melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya 
dikurangi dengan seperduanya. 
b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun 
penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya 
ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut 
ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya 
meringankan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun 
penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. 
Sebenarnya untuk Indonesia kata "takut" harus diganti dengan 
perkataan "merasa aib", karena itulah yang terbanyak yang 
menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. 
Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh 





F. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan 
mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim 
dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cendrung ekstrim hanya 
menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan 
normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, maka 
akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis 
pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama 
dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula. 
Menurut Achmad Ali (2009 :178), ketiga jenis pendekatan itu ialah 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan normative 
Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memendang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi 
seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-
aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). 
b. Pendakatan empiris atau legal impirical 
Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan 
seperangkat perilaku. 
c. Pendekatan filsufis 
Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang 
abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan. 
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Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan 
atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana kepada pelaku tindak pidana. 
1. Pertimbangan Normatif/Yuridis 
Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam 
hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan 
pergaulan hidup yang teratur.  
Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah 
untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan 
itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk 
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 
pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan 
implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. 
Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian 
dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan 
adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum. 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk 
memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-
hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa Keputusan dalam 
pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang 
menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat 
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secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan 
reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif 
tergantung dari mana memandangnya.( Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
1998: 52) 
Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus 
memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan 
dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam 
membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar 
putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, 
hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang 
berhubungan dengan terdakwa. Menurut Leden Marpaung, putusan 
adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau 
lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. 
Rumusan – rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari 
penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan 
hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam 
penggunaan istilah-istilah. (leden marpaung, 1992: 406) 
 Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil 
dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti interlocutoire, yaitu 
keputusan antara atau keputusan sela. Preparatoire yaitu keputusan 
pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan provisionele yaitu 
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keputusan untuk sementara. Negara Indonesia menganut asas “the 
persuasive of presedent” yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan 
dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim 
terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas “the 
binding force of presedent” sehingga seorang hakim dapat mengambil 
keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak 
adanya, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak 
sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah (Sudikno 
Mertokusumo,1999:107). 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan : 
a. Kesalahan terdakwa; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin membuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu 





A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penulis  dapat  
memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
penyusunan skripsi ini, maka penelitian akan dilaksanakan di wilayah 
Kabupaten. Pinrang, khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Pinrang, 
Penulis memilih Kabupaten.Pinrang sebagai lokasi penelitian, 
karena penulis menganggap bahwa Kabupaten. Pinrang merupakan salah 
satu kabupaten di kawasan Indonesia timur yang  tindak kejadian perkara 
pembunuhan yang sering terjadi dan sudah sangat memprihatinkan yang 
tentunya membutuhkan perhatian oleh semua pihak.yang terkait, yang 
akan diteliti oleh peneliti adalah perkara yang terjadi di Kabupaten Pinrang 
dan diputus oleh di Pengadilan Negeri Pinrang. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan antara lain:  
1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara 
atau interview dengan aparat hukum sehubungan dengan 
tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di 
Kabupaten Pinrang. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian ke 
perpustakaan dengan membaca buku, karya ilmiah, peraturan 
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perundang-undangan, internet, dokumen-dokumen, termaksuk 
pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Pinrang serta 
bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penulisan ini, yaitu:  
1. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang menangani kasus ini dan 
masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini. 
2. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa 
literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
penulisan skripsi  ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan proposal ini, digunakan metode pengumpulan 
data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian 
kepustakaan (Library Research). 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka 
yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan melakukan 
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wawancara baik kepada Hakim Pengadilan maupun 
advokat/pengacara. Yang terkait dalam penulisan skripsi ini. 
 
D. Analisa Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan 
dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan 
















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil 
Bahwa untuk mengetahui apakah Hakim dalam menjatuhkan 
putusannya sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku atau sudah 
menerapkan hukum pidana materiil atau belum maka penulis mencoba 
menganalisis Putusan Pengadilan Negeri .Pinrang sebagaimana terdaftar 
dalam perkara No.200/Pid.B/2012/PN.Pinrang 
1. Posisi Kasus 
Pada hari minggu tanggal 15 juli 2012, telah terjadi pembunuhan 
berencana di rumah sekaligus bengkel jihad yang terletak diJl.Veteran 
No.02 Kec.Paleteang Kab.Pinrang yang di sebabkan oleh rasa 
dendam.Awal mula kejadiannya sebagai berikut. 
Beberapa jam sebelumnya sekitar pukul 12:00, ketika terdakwa 1 
(Syafari Leo Purnama) di tegur dengan kata-kata yang tidak sopan oleh 
korban (Muh.Husain) menyangkut perselisih pahaman mengenai kontrak 
rumah. Tidak hanya terdakwa I, Terdakwa II  yang tidak lain ayah 
terdakwa II juga pernah berselisih paham dengan korban.  
Oleh karena itu terdakwa I dan II masing-masing menaruh dendam 
terhadap korban (Muh.Saing). 
Pada suatu hari terdakwa terdakdwa I sedang membersihkan di 
bengkel jihad2 bersama dengan ibunya Hj.Suri dan tantenya Naisah, 
Korban Muh.Saing datang sambil marah-marah dan berkata “Mauko baku 
52 
tikam” namun tidak di tanggapi oleh terdakwa. Mendengar korban 
Muh.Saing marah-marah Hj.Suri dan Naisah meninggalkan tempat 
tersebut begitupun terdakwa I yang pulang ke rumahnya lalu mengambil 
badik yang tersimpan di dalam lemarinya, Kemudian keluar membeli 
minuman keras di Jalan Ahmad Yani, kecamatan Paleteang Kab. Pinrang, 
Setelah meminum minuman keras sekitar 30 menit, Terdakwa I 
Berboncengan Terdakwa II yang tidak lain ayahnya sendiri menuju 
bengkel jihad. 
Pada mulanya ketika sampai di Bengkel jihad Terdakwa I langsung 
berkata kepada korban dalam bahasa bugis, “jadi moiga ku cacca iya ku 
pakkuaero keluargaku”  (yang dapat di terjemahkan dalam bahasa 
Indonesia “ jadikah, saya tidak suka kalau di kasih begitu keluargaku), 
Mendengar kata tersebut korbanpun  segera mendekati H.Abd.Rasyak 
selaku penengah terdakwa I yang pada saat itu berdiri dekat pintu kembali 
mengeluarkan kata-kata  sambil menunjuk korban  Namun dfi lerai oleh 
H.Abd.Rasyak , setelah itu terdakwa keluar dari rumah bengkel jihad 
kemudian berlari masuk kembali dengan membawa badik yang sudah di 
sediakan oleh terdakwa II yang tidak lain orang tua terdakwa I  yang 
sudah menunggu  dan Terdakwa I langsung menusuk koban Muh.Saing  
beberapa kali, Di bagian dada, bagian perut, bagian pinggang, dan bagian 







 Bahwa Mereka terdakwa I SYAFARI LEO PURNOMO Bin 
SYARIFUDDIN   dan terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H Bin 
H.Dg.PATOMPO pada hari minggu tanggal 15 juli 2012 sekitar  jam 18:30 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, 
Bertempat di bengkel jihad 2 Jl.Veteran No.02, Kec. Paleteang 
Kabupaten.Pinrang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang 
masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Pinrang untuk 
memeriksa dan mengadili ,dengan sengaja dan dengan recana terlebih 
dahulu merampasnyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana 
dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
 
Subsidair 
 Bahwa ia terdakwa I SYAFARI LEO Bin SYARIFUDDIN dan 
Terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H, Bin H. Dg. PATOMPO, pada 
waktu dan tempat sebagaimana di uraikan pada dakwaan Primair, 
Terdakwa dengan sengaja ,melakukan penganiayaan yang menyebabkan 
orang lain meninggal dunia, mereka yang m,elakukan, menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
Bahwa tentang barang bukti yang di hadirkan di depan persidangan 
yakni berupa sebilah badik dengan panjang sekitar 15 cm, sarung badik 
yang terbuat dari kayu yang di balut dengan isolasi warna hitam, potongan 
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genggaman badik yang terbuat dari kayu, 1 lembar baju kaus warna kem, 
1 buah peci merk TIMNA warna hitam, 1 lembar baju kemeja merk Alisan, 
motif kotak;kotak warna krem campur putih, maka barang bulkti tersebut 
haruslah di rampas untuk di musnahkan.  
 Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 
Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)  Ke-1 KUHP 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Tuntutan pidana Penuntut umum Pada tanggal 06 september 2012, 
yang pada pokoknya Menuntut sebagai berikut: 
1. Menyatakan bahwa terdakwa  1. SAFARI LEO PURNOMO BIN 
SYARIFUDDIN dan terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H 
BIN H. DG. PATOMPO, bersalah melakukan kejahatan 
“pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama-sama 
dan membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwajib” sesuai 
pasal 340  KUHP jo.Pasal 55 (1). 
2. Menghukum mereka oleh karena itu, dengan hukuman penjara 
masing-masing 
 Terdakwa I SAFARI LEO PURNOMO BIN SYARIFUDDIN 
selama 14 (empat belas) tahun. 
 Terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H BIN H.DG. 
PATOMPO, selama 5 (lima) tahun. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 
 sebilah badik dengan panjang sekitar 15 cm,  
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 sarung badik yang terbuat dari kayu yang di balut dengan        
isolasi warna hitam,  
 1 (satu) lembar baju kaos warna krem,  
 1 (satu) buah peci Merk TIMNA warna hitam,  
 1 (satu) lembar  baju kemeja Merk ALISAN, motif kotak-kotak 
warna krem campur putih,  
4. Putusan Hakim 
Bahwa dengan terbuktinya pasal-pasal tersebut di atas, maka 
kepada terdakwa harus di nyatakan bersalah dan atas kesalahannya itu 
mereka harus di hokum yang setimpal dengan perbuatannya. Dan 
sebelum kami memintakan hukuman, Maka baiknya kami akan 
kemukakan hal-hal yang kiranya yang memberatkan dan meringankan 
hukuman. 
Hal-hal yang memberatkan 
 Perbuatan para terdakwa membuat korban Muh.Saing meninggal 
dunia. 
 Perbuatan para terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi 
keluarga yang di tinggalkan.  
Hal-hal yang meringankan  
 Para terdakwa menyesali perbuatannya. 
 Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 





1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. SAFARI LEO PURNOMO BIN 
SYARIFUDDIN dan terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H 
BIN H. DG. PATOMPO, bersalah melakukan kejahatan 
“pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama-
sama dan membawa senjata tajam tanpa izin dari yang 
berwajib” sesuai pasal 340  KUHP jo.Pasal 55 (1). 
2. Menghukum mereka oleh karena itu, dengan hukuman penjara 
masing-masing 
 Terdakwa I SAFARI LEO PURNOMO BIN SYARIFUDDIN 
selama 14 (empat belas) tahun. 
 Terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H BIN H.DG. 
PATOMPO, selama 5 (lima) tahun. 
 barang bukti  dinyatakan harus di musnahkan  
 Membebankan Kepada para terdakwa untuk membayar 
biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,-(seribu 
rupiah) 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana 
1. Pertimbangan Fakta. 
 Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa di hadapkan di persidangan 
atas dakwaan sebagai berikut, 
Primair melanggar Pasal 340  KUHP jo.Pasal 55 (1) dan subsidair 
melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)  Ke-1 
KUHP. 
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 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut , Jaksa 
Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di 
persidangan yang di dengar keterangannya di bawah 
sumpah,yaitu; 
1) Hartini Binti H. Abd .Safa 
2) Wiranto Bin Safaruddin 
3) H.Abd.Razak Bin Kuraga 
4) Hj.Husna Binti H.Abd.Razak 
5) Naisa Binti H.Abd.Safa 
6) Hj.Suriani Binti Hj.Abd.Safa 
7) Eli Wibowo Bin Sakka  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, 
 Menimbang, bahwa di samping para saksi tersebut di atas, telah di 
ajukan pula barang bukti berupa, 
1)  sebilah badik dengan panjang sekitar 15 cm,  
2) sarung badik yang terbuat dari kayu yang di balut dengan isolasi 
warna hitam,  
3) 1 (satu) lembar baju kaos warna krem,  
4) 1 (satu) buah peci Merk TIMNA warna hitam,  
5) 1 (satu) lembar  baju kemeja Merk ALISAN, motif kotak-kotak 
warna krem campur putih, yang atas pertanyaan hakim baik 
baik terdakwa I maupun II memyatakan bahwa benar barang-
barang bukti tersebut yang telah di gunakan untuk membunuh 
korban korban (Muh.Saing). 
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 Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa di muka sidang, atas 
dakwaan tersebut, telah memberikan keterangan yang pada 
pokoknya sebagai berikut 
Terdakwa 1 (SAFARI LEO BIN SYARIFUDDIN) 
1) Bahwa terdakwa  1 (SAFARI LEO BIN SYARIFUDDIN)  Telah 
Menikam  korban pada tanggal 15 JULI 2012 Sekitar pukul 
18:30 Wita bertempat di Bengkel Jihad 2  Jl.Ahmad Yani 
Kecamatan.Paleteang Kabupaten.Pinrang 
2) Bahwa Benar Terdakwa beserta ibu dan tantenya 
Membersihkan bengkel serta memperbaiki lampu di Bengkel 
Jihad 2 namun Korban Memang sudah terlihat marah-Marah, 
Melihat hal tersebut Ibu Terdakwa Menyuruh terdakwa 
meninggalkan Bengkel Jihad 2, Setelah itu Terdakwa Sempat 
pergi meminum-Minuman keras.   
3) Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada korban Muh.saing 
mengenai Sendal ibu Terdakwa Namun Korban membalas 
Dengan cara Marah-marah, beberapa saat terdakwa 1 kembali 
bertanya Kemudian Korban kembali meresp[on Dengan Marah-
Marah, bahkan dengan kata-kata “mauko baku tikam”, 
terdakwapun tersulut Emosi   
Terdakwa 2 SYARIFUDDIN PATOMPO BIN H.DG.PATOMPO 
1) Bahwa terdakwa  pada tanggal 15 JULI 2012 Sekitar pukul 
18:30 Wita bertempat di Bengkel Jihad 2  Jl.Ahmad Yani 
Kecamatan.Paleteang Kabupaten.Pinrang,  Anak terdakwa 
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Yakni Safari Leo (terdakwa 1) Telah menikam korban 
Muh.Saing yang tidak lain adalah om nya sendiri. 
2) Bahwa tidak mengetahui Permasalahan antara korban dengan 
Terdakwa 1  
3) Bahwa terdakwa 2 tidak Mengetahui Barang bukti badiok di 
depan persidangan 
 
2. Pertimbangan hukum hakim. 
 Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi dan keterangan 
Terdakwa-terdakwa di hubungkan dengan adanya alat bukti dan 
surat keterangan penyaksian jenasah korban, maka di peroleh 
fakta-fakta sebagai berikut, 
1) Bahwa Terungkap sebagai fakta bahwa antara ibu Terdakwa 
1(istri terdakwa 2) dengan saksi Hartini, Saksi Hj.Husna,serta 
korban Muh.Saing memiliki permasalahan keluarga tentang 
peninggalan orang tua  
2) Bahwa Terdakwa 1 Menuju Bengkel jihad hendak mengambil 
sendal ibunya pada saat terdakwa mencari sandal ibunya, 
sambil bertanya kepada korban yang sedang berbicara dengan 
saksi Abd.Razak namun korban langsung marah kepada korban 
dengan mengatakan “mauko baku tikam” 
3) Bahwa pada saat korban marah-marah kemudian saksi wiranto 
melihat terdakwa 1 keluar dan menemui terdakwa 2 namun 
saksi wiranto tidak tau untuk apa 
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4) Bahwa saksi Eli Wibowo melihat pada saat terdakwa 1 keluar 
menemui terdakwa 2 karna saksi Eli sedang duduk-duduk di 
dekat bengkel Jihad2, Saksi Eli melihat bahwa terdakwa 1 
mengambil Badik dari Terdakwa 2. 
5) Bahwa jarak pandang Saksi Eli Wibowo dengan tempat 
terdakwa II menunggu terdakwa 1 adalah 5 meter, Sehingga 
saksi Eli dapat memastikan bahwa terdakwa 1 mengambil Badik 
dari Terdakwa II.. 
6) Bahwa setelah Korban Muh.saing marah-marah kepada 
terdakwa I kemudian terdakwa langsung mendekat kepada 
Korban Muh.Saing dan menikamnya secara berkali-kali hingga 
korban terjatuh; 
7) Bahwa terdakwa 1 mengakui bahwa Badik tersebut adalah 
sebagai miliknya yang terdakwa 1 kantongiun untukk keperluan 
jaga diri 
8) Bahwa pada saat kejadian terdakwa 2 hanya ikut membonceng  
dan hanya menunggu di luar.     
 Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang berbukti 
bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur-
unsur dari tindak pidana yang bersangkutan 
 Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa melanggar, dengan 
dakwaan Primeir Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 
KUHP.dandakwaan Subsidair Pasal Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. 
Pasal 55 ayat (1)  Ke-1 KUHP. 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
telah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang di 
dakwakan, maka dengan demikian pula, bahwa atas dakwaanPasal 
340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Telah terbukti secara 
sah menurut hukum.    
 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, 
maka atas dakwaan subsidairnya tidak perlu di buktikan lagi. 
 Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa-terdakwa harus di pidana, 
maka terdakwa-terdakwa harus di hukum pula untuk membayar 
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 
 Menimbang, bahwa berat ringannya hukuman, akan 
dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum putusan di jatuhkan, 
yaitu: 
Hal yang memberatkan 
o Perbuatan para terdakwa membuat korban Muh.Saing 
meninggal dunia 
o Perbuatan para terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi 
keluarga yang di tinggalkan. 
Hal yang meringankan  
o Para terdakwa menyesali perbuatannya. 
o Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 





3. Amar Putusan. 
Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.  
Mengadili 
 Menyatakan bahwa terdakwa  1. SAFARI LEO PURNOMO BIN 
SYARIFUDDIN dan terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H BIN 
H. DG. PATOMPO, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara 
Bersama-sama”, 
 Menghukum terdakwa 1. SAFARI LEO PURNOMO BIN 
SYARIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 
(empat belas) tahun dan terdakwa II SYARIFUDDIN PATOMPO, S.H  
BIN DG. PATOMPO, Dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. 
 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa 
di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. 
 Memerintahkan agar para terdakwa tetapo berada dalam tahanan 
 Menetapkan barang bukti sebuah badik sepanjang 159lima belas cm, 
sarung badik ,potongan grenggaman badik yang terbuat dari kayu, 
baju kaos warna krem, peci merk TIMNA warna hitam,naju kemeja 
merk ALISAN motif kotak-kotak warna krem campur putih. (di 
musnahkan). 
 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
madding-masing sebesar Rp.1000 (seribu rupiah). 
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C. Analisis Penulis 
Bahwa dari apa yang diuraikan penulis sebagaimana dalam 
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri pinrang tersebut di atas, 
dimana dalam Perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Pinrang  telah 
menjatuhkan atau memutus Terdakwa  bersalah yaitu masing-masing 
terdakwa I (satu) menjatuhkan hukuman selama 14 tahun dan terdakwa II 
(dua) selama 5 tahun penjara. Dengan pertimbangan bahwa perbuatan 
terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan dengan berencana yang 
dilakukan secara-bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
Ini sudah sepantasnyalah, bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh 
Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Adalah sudah adil dan sebanding 
dengan Perbuatan dan peran para terdakwa tersebut . 
Apabila Kembali di simak kasus seperti ini, sebenarnya masalah ini 
masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan apa lagi antara korban 
dan Pelaku masih berhubungan Keluarga. Dan jika di tinjau dari kasusnya 
merupakan pembahasan seputar harta warisan keluarga yang sudah 
menjadi rahasia umum namun apabila pembagian harta warisan itu dirasa 
tidak atau kurang adil maka tentunya akan muncul suatu perselisihan 
yang pada akhirnya memunculkan dendam sehingga 
memunculkanketersingungan. 
Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa negara kita adalah 
Negara  Hukum,  dimana setiap masalah/perkara  haruslah diselesaikan 
secara hukum pula yang sekarang ini dikenal dengan jalur letigasi, namun 
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terkadang dikehidupan warga masyarakat kita, kecenderungan 
menyelesaikan masalahnya itu diluar hukum bahkan saling membunuh 
atau menghilangkan nyawa orang lain, disinilah dibutuhkan peran dari 
aparat penegak hukum atau orang yang dianggap layak dapat 
menjadipenengah sekiranya orang tua sudah tidak ada lagi. 
Proses hukum merupakan salah satu pilihan alternative dalam 
penyelesaian suatu masalah yang pada akhirnya dilakukan persidangan 
dan memperoleh hasil akhir, berupa suatu putusan (vonis) yang di 
dalamnya terdapat Penjatuhan Sanksi baik sanksi Pidana (Penghukuman) 
maupun sanksi perdata, dan di dalam memutuskan suatu perkara hakim 
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan 
apa yang menjadi amar putusannya kelak . 
Dalam kasus yang penulis teliti sebagaimana dalam judul skripsiini, 
bahwa upaya membuat suatu putusan oleh Hakim harus mempunyai 
pertimbangan Yuridis, yang terdiri dari Dakwaan Penuntut umum, 
Keterangan terdakwa, Keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal 
yang berkaitan dengan perbuatan hukum pidana dan pertimbangan non 
yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, di tambah hakim harus meyakini apakah terdakwa 
melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat 
dalam unsure-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. 
Tidak hanya itu, setelah melakukan proses persidangan dan proses 
pembuktian, hakim harus betul-betul mencermati dan menghubungkan 
dengan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainmaupun 
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barang bukti dan pembelaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya, 
sehingga keputusan yang dijatuhkan kelak telah sesuai 
denganperaturanhukum yang berlaku dan profesionalisme hakim yang 
bersangkutan. 
Berdasarkan hasil analisis, Penulis berpendapat bahwa 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini sudah 
sesuai dan tepat (terkait dengan hukumannya) karena telah 
memperhatikan ketentuan-Ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 340 
KUHP Jo 55 Ayat (1). Tentang Pembunuhan berencana yang di lakukan 
secara bersama-sama, tetapi perlu dipahami bahwa dari fakta yang 
terungkap dalam persidangan dimana terdakwa II hanyalah orang yang 
sengaja memberikan batuan atau membantu melakukan tindak pidana 
yaitu dengan caraterdakwa II menyediakan dan memberikan badik kepada 
terdakwa I untuk digunakan menghilangkan nyawa korban Muh. Saing,  
dan secara hukum harus  dijuntokan Pasal 56 KUHP, bukan Pasal 55 
KUHP 
Sebaliknya dari Penasehat hukum terdakwa meminta kepada 
Majelis hakim membebaskan para terdakwa dengan alasan perbuatan 
terdakwatersebut  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Permintaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut adalah 
sesuatu hal yang mustahil untuk dikabulkan, sebab dari rangkaian fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan 
perkara No.200/Pid.B/2012/PN.Pinrang, sudah jelasbahwa  terdakwa I lah 
pelakunya bersama dengan terdakwa II. 
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Menurut Penulis bahwa surat dakwaan yang di susun oleh Jaksa 
Penuntut Umum telah terpenuhi baik syarat Formal maupun syarat materiil 
suatu dakwaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a 
dan b KUHAP.  Penyusunan Surat dakwaan Penuntut umum tersebut 
harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan 
Penerapan  Undang-Undang yang berlaku, agar tidak terjadi kekeliruan 
yang mengakibatkan batalnya surat dakwan ataupunmengalami 
kekurangan lainnya seperti unsur-Unsur  yang di tuliskan dalam surat 
dakwaan yang harus sesuai dengan perbuatan para terdakwa dan dapat 
di buktikan dalam persidangan sehingga dapat menjadi Fakta hukum. Hal 
ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A.Hamzah dan Irdan 
Dahlan (1984 : 185), yang menyatakan sebagai berikut : 
“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap 
siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam 
daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan 
yang berwenang mengadili “  
  
Bahwa dakwaan yang terbukti sebagai fakta yang terungkap dalam 
persidangan baik terdakwa I maupun terdakwa II telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang di lakukan 
Secara bersama-sama,  Namun demikian kalau kita mencermati fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan ini maka sangat jelas bahwa 
yang terbuktijuga adalah para terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 
Tahun 1951, yaitu dimana terdakwa-terdakwa dengan sengaja membawa, 
menyimpan atau mempergunakan sentaja tajam tanpa ada izin dari yang 
berwenang, yang mestinya juga didakwakan oleh Penuntut Umum 
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maupun dinyatakan Hakim dalam suatu putusannya a quo. Namun 
kenyataannya para terdakwa di dakwakan hanya melanggar Pasal 340 
KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)  yang unsur-unsurnya : 
1) Barang siapa 
2) Dengan sengaja 
3) Dengan di rencanakan terlebih dahulu 
4)  Menghilangkan nyawa orang lain, 
5) Sebagai orang yang Melakukan, Menyuruh melakukan, atau 
turut serta melakukan Perbuatan  
 Jika di tinjau dari kasus Terdakwa I di hukum dengan pidana Penjara 
14 tahun sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) dan 
Terdakwa II hanya ikut  serta dalam Menyediakan senjata tajam, tanpa 
ikut serta Melakukan Pembacokan sehingga hukumannyapun lebih ringan 
berdasarkan peranatau perbuatannya sehingga hakim Pengadilan Negeri 
Pinrang  menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun Penjara kepada 
terdakwa II. Tidak hanya terbukti Melakukan Pembunuhan Berencana 
secara Bersama-sama  tetapiTerdakwa II juga Terbukti membawa senjata 
tajam untuk dipergunakan terdakwa I menghabisi  nyawa Korban Muh. 
Saing yang dilakukan oleh terdakwa Idengan cara menikam korban 
secara bertubi-tubi, yang jika di simak kembali Kasus Pembunuhan yang 
di lakukan oleh Terdakwa I (Safari leo),  adalah merupakan perbuatan 
yang sadis serta tidak berprikemanusiaan yang seharusnya hakim 
Pengadilan Negeri Pinrang dapat mempertimbangkan hukuman bagi  
terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
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persidangan dimana juga terbukti para terdakwa telah melanggar Undang-
Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana telah dikemukakan 
penulis diatas. 
 Walaupun demikian, penulis sependapat  dengan putusan Hakim 
yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I (satu) selama 14 tahun, 
serta Terdakwa II selama 5 (lima) tahun, yang sebanding dan adil dengan 
perbuatan;perbuatan terdakwa tersebut, hal ini juga sebagaimanayang 
dikemukakan hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan 
memeriksa kasus pembunuhan tersebut yakni bapak H. Rio Lery Putra M, 
SH (wawancara, tanggal 30 Januari 2014), yang pada pokoknya 
menyatakan sebagai berikut : 
“bahwa apa yang telah diputuskan oleh kami sebagai majelis dalam 
kasus tersebut adalah sudah adi dan telah mempertimbangkan 
segala aspek baik aspek yuridisnya maupun sosiologisnya 
termasuk keyakinan hakim, itu menurut kami sebagai salah satu 
hakim majelisnya, dan ketika kita berbicara tentang apakah 
putusan itu adalah adil maka adil itu sesungguhnya adalah abstrak, 
tetapi yang jelas bahwa apa yang diputuskan oleh kami adalah 
sudahadil “ 
 
Memang tidak dapat di sangkal, bahwa hakim dalam memutus 
suatu perkara tidaklah mudah, di perlukan ketelitian dalam menganalisa 
suatu fakta hukum dengan mempertimbangkan segala aspek, dan ketika 
hakim  dalam memutus suatu perkara yang kurang memenuhi rasa 
keadilan khususnya bagi keluarga korban maka akan berakibat pula sisi 
pencitraan hukum ditengah-tengah masyarakat, hal ini sejalan juga 
dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang advokat/Pengacara di 
Pinrang yaitu bapak A.Rivai Moenta,SH.MH (wawancara tanggal 1 
Februari 2014) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
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“bahwa memang rasa keadilan sangat sulit diukur karena keadilan 
itu adalah relative, sehingga semua putusan yang dikeluarkan dan 
diucapkan oleh Hakim adalah putusan yang adil terlepas apakah 
warga masyarakat maupun terdakwa dan keluarga korban merasa 
puas atau tidak, dan semua putusan itu kelak nantinya akan 
dipertangung-jawabkan baik didunia maupun diakhirat “ 
 
 Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat sebagaimana tersebut di 
atas maka secara teori sepantasnyalahsemua  putusanyang diucapkan 
oleh hakim haruslah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 































Berdasarkan uraian Penulis di atas, maka Penulis dapat 
Berkesimpulan sebagai Berikut: 
1. PenerapanHukum Pidana Materiil terhadap kasus Pembunuhan 
yang di lakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I dan 
terdakwa II adalah termasuk pembunuhan berencana, Penerapan  
Ketentuan Pidana pada Perkara Ini yakni melanggar Pasal 340 
KUHP Jo 55 Ayat (1),yang diterapkan kepada terdakwa I dan 
terdakwa II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
(terkait dengan hukumannya), namun demikian penulis 
berpendapat bahwa dalam aspek penerapan hukum pidanan 
materiil dalam perkara a quo belumlah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku sebab disamping  Pasal 340 KUHP 
Jo 55 Ayat (1) yang terbuktimenurut Hakim, tetapi menurut penulis 
sesungguhnya yang terbukti adalah Pasal 340 Jo Pasal 56 ayat (1) 
dan ayat (2) sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap 
dalam persidangan,  juga yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara 
No. 78 Tahun 1951 yang mestinya harus didakwakan kepada para 
terdakwa yaitu dimana terdakwa-terdakwa dengan sengaja 
membawa, menyimpan atau mempergunakan sentaja tajam tanpa 
ada izin dari yang berwenang, yang mestinya juga didakwakan oleh 
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Penuntut Umum maupun dinyatakan Hakim dalam suatu 
putusannya a quo. 
2. Bahwa mengenai Tanggung jawab perbuatan terdakwa I (satu) dan 
II (dua) yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan 
haruslah masing-masing mempertanggung jawabkanya yang 
tentunya juga dengan vonis yang berbeda sesuai dari aspek peran 
maupun perbuatan yang dilakukannya itu. 
3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap 
Pelaku dalam Perkara No.200/Pid.B/2012/PN.Pinrang telah sesuai 
(terkait dengan lamanya masa hukuman) karena berdasarkan fakta 
dan keterangan para saksi, Keterangan terdakwa dan alat bukti 
serta adanya pertimbangan Yuridis, hal-hal yang memberatkan, 
adalah melakukan pembunuhan secara berencana dan yang 
meringankan terdakwa II (dua) adalah terdakwa II (dua) hanya turut 
serta menyediakan alat bagi terdakwa I (satu) , Banyaknya saksi 
yang memang benar menyaksikan secara langsung dan dengan 
jarak yang dekat. 
 
B. Saran 
 Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
Penulisan Skripsi ini adalah: 
1. Segala persoalan yang dapat menimbulkan perselisihan apalagi 
masalah harta warisan yang melibatkan sesama keluarga sendiri 
selayaknya dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencari 
solusi yang terbaik, dan sekiranya persoalan itu tidak dapat 
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diselesaikan secara kekeluargaan maka tentunya para pihak dapat 
melakukan proses hukum baik melalui proses perdata maupun 
proses pidana. 
2. Peran pemerintah maupun aparat penegak hukum sangatlah 
dibutuhkan terutama dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum 
agar lebih diaktifkan lagi. 
3. .Penulis berharap setiap lapisan masyarakat, bisa sadar akan  
keberadaan hukum serta selalu menjadikan norma-norma hukum 
sebagai landasan dalam bersikap, sehingga terciptanya ketertiban 
dalam masyarakat, dan berupaya menempatkan diri sebagai  
pengawas bagi para pelaku tindak pidana, baik yang telah di pidana 
atau bermaksud melakukan tindak poidana, agar tidak mengulangi 
perbuatannya agar tercipta suatu tujuan hukum, yang berbunyi 
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